PERATURAN NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
' KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
TUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
MERINTAHAN NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. ‘WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

?i bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 6 ayat 2
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016
- Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
- Nagari, perlu penyesuaian;

iwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
naksud dalam huruf a diatas, maka dirasa perlu
buat Peraturan Nagari Tentang Struktur Organisasi
1 Tata Kerja Pemerintah Nagari.

ang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
ntukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

ngan Daerah Provinsi Sumatera Tengah

nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
10or 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun
‘(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957

pmior 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958



Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);

2 Undang—undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014
Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

 PemerintahanDaerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

.?Iegara Republik Indonesia Nomor 5679);

~ Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

aturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
| 14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
donesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran
a Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47



Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tengan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
~ tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
| %'sj‘a;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organiasi Dan Tata Kerja
- Pemerintahan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
hun2016 tentang Nagari;

turan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016

ntang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
erintahan Nagari;






Bagian Kedua
Tata Kerja Pemerintah Nagari

BAB III
GKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI

Bagian Kesatu

Persyaratan Perangkat Nagari

Pasal 4
~pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari mengacu
Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang
isasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari.

: BAB 1V

JGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT NAGARI
' Bagian Kesatu
Sekretaris Nagari

Pasal 5

- Nagari dipimpin oleh Sekretaris Nagari dibantu oleh unsur
at yang bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang
emerintahan.
I mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam
tugas-tugas pokoknya serta mengkoordinasikan

ala Urusan.

1 dalam membantu Wali Nagari mempunyai tugas :
saran dan pendapat kepada Walj Nagari;



Memberikan informasi mengenai keadaan sekretariat Nagari dan
keadaan umum Nagari;

Merumuskan program kegiatan Nagari;

Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, evaluasi dan
B oran:

Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat
hasil-hasil rapat;

Menyusun rancangan RAPBNagari;
Mengadakan kegiatan inventarisasi kekayaan Nagari;

Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan
inistrasi pertanahan;

aksanakan administrasi kepegawaian Perangkat Nagari;
aksanakan administrasi kependudukan, administrasi
bangunan dan administrasi kemasyarakatan;
laksanakan tugas Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan;
aksanakan tugas iain yang di berikan Wali Nagari dan tugas lain
uai peraturan prundang -undangan.
n melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tugas Sekretaris Nagari meliputi sebagai berikut :
enyusun produk hukum nagari;
gundangkan produk hukum nagari;
yusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan
Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari;
akukan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat nagari lainnya;
‘ rikan pelayanan perizinan dan non perizinan;
can pelayanan administrasi;

 penatausahaan keuangan nagari;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari,
- KerjaPemerintah Nagari dan Rencana Anggaran
‘dan Belanja Nagari;
htarisir dan mengelola aset nagari;

administrasi kepegawaian Perangkat Nagari;

informasi pemerintahan nagari kepada masyarakat;




































